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Agam--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam melalui Sekretaris Daerah, Drs.
H. Edi Busti, M.Si memberikan penjelasan terkait Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan
Tenaga Kontrak yang tak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini.

Dijelaskan, dasar pembayaran THR kepada aparatur negara telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan
gaji ketiga belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan
penerima tunjangan.

Pada Pasal 16 huruf b angka 7 PP Nomor 16 Tahun 2022 anggaran pelaksanaan
peraturan pemerintah ini yang bersumber dari APBD 2022 diperuntukan bagi
tujuh kategori yaitu; PNS dan Calon PNS yang bekerja di instansi daerah, PPPK
yang bekerja di instasi daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota
dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang bertugas pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLUD.

Peraturan Pemerintah ini ditegaskan kembali oleh Surat Edaran Mendagri nomor
900/2069/SJ tanggal 18 April 2022 tentang pemberian THR dan gaji ketigabelas
yang bersumber dari APBD 2022 pada Poin 2.Disebutkan sekda, posisi PTT dan
Tenaga Kontrak tergolong pada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil negara
yang bertugas pada instansi pemerintah daerabh.

"Jika merujuk pada PP dan SE tersebut, PTT dan Tenaga Kontrak yang
menerima THR dan gaji ketiga belas adalah yang bertugas di instansi pemerintah
daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD," terang sekda,
Senin (25/4).

Sedangkan instansi pemerintah di Kabupaten Agam sambungnya, yang
menerimakan pola pengelolaan keuangan BLUD hanya RSUD dan
Puskesmas."Jadi berdasarkan kedua aturan tersebut, PTT dan Tenaga Kontrak
di RSUD dan Puskesmas yang bisa menerima THR dan gaji ketigabelas pada
lebaran tahun ini," sebutnya.

Terkait tidak menerimanya THR dan Tenaga Kontrak di luar BLUD itu, pihaknya
mengaku prihatin. Namun, juga tidak bisa berbuat sesuatu lantaran dibatasi oleh
peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Meski begitu, pihaknya juga tidak menutup mata terhadap kesejahteraan PTT
dan Tenaga Kontrak yang bertugas di instansi pemerintah daerah yang belum
BLUD. Dikatakan, bahkan untuk tahun ini sebenarnya Pemkab Agam sudah
mengalokasikan honorarium untuk PTT dan Tenaga Kontrak untuk 14 bulan.

"Pada DPA-SKPD tahun 2022 sudah dialokasikan honorarium sebanyak 14 bulan
bagi PTT dan Tenaga Kontrak," Sebutnya.(Linda).



